BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk memenuhi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahn 1956 Nomor 25);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);




Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan ' Gl
' Pengelolaan dan Tanggung]awab Keuangan Negara (Lembaran =

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan .

- Lembaran Negara- Repubhk Indonesia Nomor 4400); ,
. 'Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan - Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 442 1), ,

. ‘Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan

- Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah

10,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor ,
4438); :

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah ‘

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indone31a Nomor 4438), e

‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahw o

Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor '5587) sebagaimana telah: diubah beberapa kali dengan
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

L Indones1a Nomor 5679),

11,
12.

Peraturan | Pemerlntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang R

Pengelolaan Keuangan ‘Badan Layanan Umum (Lembaran -

‘Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 4502);

Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk_ THE.

Indonesm Nomor 4575);

Peraturan Pemerlntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

"‘,Indones1a Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

14,

15.

Negara Repubhk Indonesia Nomor 4576),

Peraturan Pemenntah Nomor = 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia - Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran o

Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578), : .
Peraturan Pemerintah Nornor 79 ‘Tahun’ 2005 tentangv ;

~ Pedoman Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indones1a

’ Tahun 2005 Nomor 165),, :

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik 'Indonesia Tahun 2006 Nomor - 25, ‘Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); -




~ 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar =
 ‘Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun - 2010 Nomor 123, “Tambahan Lembaran Negara '
Repubhk Indonesia N omor 5165), ' ~ :

18. Peraturan Menteri ‘Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006
. tentang’ Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana - . °
- -telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor =

21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
- Dalam . Negeri- ‘Nomor 13 Tahun . 2006 tentang Pedoman-
S ‘Pengelolaan Keuangan Daerah; '

'19.'Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 37 Tahun 2014
-~ ‘tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
» *fBelan_]a Daerah Tahun Anggaran 2015; i -

-20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun_ '

2009 tentang Pokok-Pokok - Pengelolaan = Keuangan,

L sébagmmana telah  diubah - dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan -

- Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun_ 0y

: 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

21.:,Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 5 Tahun 2015" _
~ ~tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -
3 Kabupaten Bengkalls Tahun Anggaran 2015;

e MEMUTUSKAN

‘Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN - PERUBAHAN“
' ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
- BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

| Anggaran Pendapatan dan Belan_la Daerah Tahun Anggaran 2015
‘semula berjumlah  Rp. 4.982.847.244.766,99 '  bertambah sejumlah -
Rp. 389.804.396.093,14 sehmgga men_]adl Rp. 5.372.651.640.860,13 -
| dengan perlnc1an sebaga1 benkut ' : Lo ' :
. aSemula Rp 3 683 675 900. 252 16
~b. Bertambah/(berkurang) (Rp._413. 977.365.387 50)
~Jumlah Pendapatan setelah Perubahan o o Rp 3 269 698. 534 864 66

' 2.Belanja P e PR Tt
‘a.Semula - Rp4982 847.244.766,09 S
b Bertambah/ (berkurang) Rp. 393. 204, 385 310 64 Bl

Jumlah Belan_]a setelah Perubahan S " Rp. 5. 376 051. 630 077, 63 .
. Surplus/(Deﬁs1t) setelah Perubahan Rp . .393.204.385.310,64




R 3.’Pémbia'}iaavn [ f S
a. Penerimaan e o S
1) Semula o o Rp 1. 299 171 344 514 83 S

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 380.741. 345 965, 14

Jumlah Penerlmaan setelah Perubahan e Rp 2 106 353 095. 212 o7 :

,Vb.Pengeluaran,l" e SR A
~1)Semula . Rp. - 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. __ 0,00 _ 7
* Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan " Rp. 0 00

Jumlah Pemblayaan Netto setelah Perubahan Rp 2 106.353. 095 212 97 -

B S1sa Lebih Pemblayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp SR 0,00
Pasal 2 B

Pen_]abaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan | Belanja Daerah |
- sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanJut pada Lamplran I
‘ yang merupakan baglan t1dak terplsahkan Peraturan Bupat1 ini. '

Pasal 3

Pen_]abaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan ~ Belanja ‘Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 d1r1n01 lebih lan_]ut dalam Lamp1ran II
Peraturan Bupat1 1ini. , :

Pasal 4

'(l) Belan_]a h1bah ‘dalam R1ngkasan Penjabaran Perubahan Anggaran '
- Pendapatan dan BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagalmana’ -
- dimaksud dalam Pasal 2 dluralkan dalam daftar nama penerima, alamat -
- dan besaran anka31 hlbah Tahun Anggaran 2015

(2) Daftar nama penerlma alamat dan - ‘besaran alokasi hibah Tahun__
Anggaran 2015  sebagaimana d1maksud pada ayat (1) tercantum
~dalam Lamplran III Peraturan Bupatl ini. : Ry

Pasal 5

(1) Belanja bantuan sos1a1 da.lam ngkasan : Pen_]abaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaumanan

dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dalam daftar nama penerima, alamat; =

| dan besaran alokas1 bantuan sosaal Tahun Anggaran 2015

' (2) Daftar nama penenma, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial Tahun' ,
' Anggaran 2015 sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tidak’ termasuk
bantuan somal yang tldak dapat d1rencanakan sebelumnya

(3) Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial Tahun
Anggaran 2015 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) tercantum dalamf ’
Lamplran IV Peraturan Bupat1 ini. : 2k .




Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (2),
dan Pasal 5 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 Desember 2015

Pj. BUPATI BENGKALIS,

e

H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal g pesember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

HANUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR ¢gq



